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BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 398 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi dan
penetapan Nomenklatur pada Jenjang Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat
Tahun 2025 dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomeor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245},
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4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301});

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjamin Mutu Pendidikan;

10. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
675);
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13. Undang-Undang  Nomor 14 Tohun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Seclatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor
6841);

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496} sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomeor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

20. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
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22, Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1935);

23. Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

24, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

25. Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Mermiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

26. Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 16
Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Gury;

27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

29, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan  Daerah  Kabupaten Asmat Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Nomenklatur Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asmat Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten
Asmat Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

-ms&ai dengan aslinya
AGIAN HUKUM,

T 3

i 8 F-
NIP={9781209 201104 1 001
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ASMAT

PENETAPAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

NOMOR : 398 TAHUN 2025
TANGGAL: 1 JULI 2025

NO NAMA SEKOLAH NPSN DISTRIK JTATeS SEIERANCAN
NEGERI | SWASTA NAMA SEBELUNYA NAMA YANG DIUSULKAN
1 |SMP NEGERI 2 AGATS 60303672 AGATS NEGERI SMP NEGERI 2 AGATS SMP NEGERI 2 AGATS
2 |SMP PERSIAPAN NEGERI 3 AGATS 69953536 AGATS NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI 3 AGATS SMP NEGERI 3 AGATS
3 |SMP NEGERI MBAIT 60304074 AGATS NEGERI SMP NEGERI MBAIT SMP NEGERI MBAIT
4 |SMP YPPK:GATS 60304073 AGATS SWASTA |SMP YPPK AGATS SMP YPPK AGATS
S |SMP YPPGI AGATS 69796646 AGATS SWASTA |SMPYPPGI DON RICHARDSON SMP YPPGI DON RICHARDSON
6 |SMP YAPIS AGATS 69812082 AGATS SWASTA |SMP YAPIS AGATS SMP YAPIS AGATS
7 |SMP NEGERI 1 ATSJ 60304070 ATSJ NEGERI SMP NEGERI 1 ATSJ SMP NEGERI 1 ATSJ
8 |SMP NEGERI 1 SAWA ERMA 60304072 SAWA ERMA NEGERI SMP NEGERI 1 SAWA ERMA SMP NEGERI 1 SAWA ERMA
9 |SMP SATU ATAP SAWA ERMA 69812084 SAWA ERMA NEGERI SMP SATU ATAP SAWA ERMA SMP SATU ATAP SAWA ERMA
10 |SMP NEGERI 1 AGATS 60304067 AKAT NEGERI SMP NEGERI 1 AGATS SMP NEGERI 1 AGATS
11 |SMP NEGERI 1 FAYIT 60304071 FAYIT NEGERI SMP NEGEI;I FAYIT SMP NEGERI 1 FAYIT
12 |[SMP NEGERI 1 PANTAI KASUARI 60304068 | PANTAI KASUARI [ NEGERI SMP NEGERI 1 PANTAI KASUARI SMP NEGERI 1 PANTAI KASUARI
13 |SMP PERSIAPAN NEGERI DER KOUMUR 70042476 DER KOMOUR NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI DER KOUMUR SMP NEGERI DER KOUMUR
14 |SMP NEGERI SUATOR 69821192 SUATOR NEGERI ) SMP NEGERI SUATOR ] SMP NEGERI SUATOR
1S |SMP PERSIAPAN NEGERI KOLOF BRAZA 70042478 BINAMZAIN NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI KOLOF BRAZA SMP NEGERI KOLOF BRAZA
16 |SMP PERSIAPAN NEGERI PULAU TIGA 70042477 PULAU TIGA NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI PULAU TIGA SMP PERSIAPAN NEGERI PULAU TIGA
17 |SMP PERSIPAN NEGERI YAMAS 69965470 JOERAT NEGERI ) SMP PERSIAPAN NEGERI YAMAS SMP NEGERI YAMAS
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NO NAMA SERKOLAH NPSN DISTRIK STATLS KETERANGAR
NEGERI | SWASTA NAMA SEBELUNYA NAMA YANG DIUSULKAN
| 1S S\PNEGERI 2 PANTAI KASUARI 60304069 | PANTAI KASUARI | NEGERI SMP NEGERI 2 PANTAI KASUARI SMP NEGERI 2 PANTAI KASUARI
| 19 |SMP PERSIAPAN NEGERI PRIMAPUN 69960206 SAFAN NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI 1 PRIMAPUN SMP NEGERI 1 PRIMAPUN
O T TERSIATANNCCER SRE 34 SMP PERSIAPAN NEGERI SIRET b4
21 |SMP YPPGI KENJIM YOST COMORO 69967020 AYIP SWASTA |SMP YPPGI KENJIM YOST COMORO SMP YPPGI KENJIM YOST COMORO
22 |SMP PERSIAPAN NEGERI AWYU 69967019 ATSJ NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI AWYU SMP NEGERI AWYU
23 lantp WPPGH JHON MeGAIN HAHARE 69967020 KOPAY SWASTA [SMP YPPGI JHON McCAIN HAHARE SMP YPPGI JHON McCAIN HAHARE
| 24 |Snp PERSIAPAN NEGERI BETC BAMU 70050444 BETC BAMU NEGERI SMP PERSIAPAN NEGERI BETC BAMU SMP NEGERI BETC BAMU

- Bylinen-stsuai dengan aslinys
A . HUKUM,

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 1Juli 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO
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